BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam kehidupan manusia tidak bisa berdiri sendiri dari
aspek kehidupan yang lain#, Keterikatan hukum dengan kehidupan
masyarakat sangat~erat.” Kenyataan “yang~dialami sekarang ialah bahwa
perkembangan kehidupan masyarakat sering kali lebih cepat dari pada
hukum itu sendiri. Oleh karena itu-hukumedituntut untuk’ mampu mengikuti
perkembangan dalam masyarakat.

Hukum sebagai kaidah dalam kehidupan hermasyarakat, memiliki
cita-cita untuk-menciptakan keteraturan. -Jika ada pelanggaran atau
penyimpangan terhadap hukum, maka patut mendapatkan sanksi yang
sesuai.

Perilaku menyimpang--yang-terjadi di--masyarakat memberikan
ancamanspenting terhadap tidak tercapainya cita-cita serta norma-norma
sosial yang mendasari-kehidupan atau.aturan.social. Perilaku menyimpang
pun dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-
ketegangan sosial, dan menjadi ancaman yang berpotensi bagi terjadinya
chaos, sehingga menimbulkan ancaman tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum dan
dirumuskan dalam undang-undang sehingga patut untuk dipidana. Orang

yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan



kesalahannya tersebut dengan pidana juga. Seseorang dinyatakan bersalah
apabila pada waktu melakukan suatu tindak pidana terbukti dan sudah
diputus oleh Hakim. Fungsi hukum diperlihatkan secara jelas di seluruh
penjuru dunia dalam berbagai tingkat peradabannya.

Hakim dalam memutus sebuah perkara mempertimbangan berbagai
aspek dan fakta persidanganyang terjadi kemudian disesuaikan dengan
unsur-unsur pada~pasal ..yang-.didakwakanya oleh penuntut umum
berdasarkan-alat-alat bukti 'yang ada. Hal ini sesuai‘dengan Pasal 197 (1)
butir d KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang
berbunyi. “‘Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
Keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang
yang menjadi dasar penentuan keselahan terdakwa’’. Hakim harus bersikap
adil dalam memutus suatu perkara, karena didasarkan fakta dan proses
persidangan ‘karena menyangkut-kepentingan masyarakat apabila terbukti
melakukan tindak pidanamaka-akan-dihukum sesuai perbuataanya.

Perkembangan hukum di Indonesia memiliki:beberapa perbedaan di
setiap masanya,.adanya pasang surut,” seiring perubahan pejabat yang
berwenang yang memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda
mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut®. Kekuatan pembuktian
alat bukti terhadap suatu putusan pengadilan dalam upaya menyelesaikan

perkara pidana sangat penting untuk siapa saja yang berperkara. Kekuatan
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alat bukti membutuhkan adanya pembuktian. Kehadiran alat bukti sangat
membantu penyidik dalam menyelidiki kasus yang ada karena tanpa adanya
alat bukti suatu peristiwa pidana tidak bisa dikatakan menjadi suatu
perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana) disebutkan bahwa alat’bukti yang sah ialah:

1. Keterangan-saksi;

2. _Keterangan ahli;

3. Surat;

4. Petunjuk;

5. /Keterangan terdakwa.

Dasar penuntutan yang dilakukan eleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)
harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang sesuai dalam Pasal 184
KUHAP. Dengan demikian hakim dalam memutus perkara pidana akan
berpedoman padaRasal 184-KUHAP:

Pembuktian ‘merupakan bagian.yang terpenting untuk proses
penyelesian perkara dalam Hukum Acara Pidana. Hakim juga memberikan
penilaiannya terhadap pembuktian alat bukti di persidangan. Pembuktian
merupakan suatu proses yang sulit dan rumit dalam persidangan.

Kasus penganiayaan yang terjadi di dalam sebuah pengadilan
bukanlah hal baru yang pernah terjadi di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi
karena ketidakpuasan salah satu pihak terhadap suatu putusan. Contoh kasus

tindak pidana penganiayaan hakim yang terekam oleh (Closed Circuit



Television) CCTV adalah dalam putusan No. 1050/Pid.B/2019/PN. Jkt. Pst.
Penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis 18 Juli 2019 pukul 16.00 WIB,
pada saat majelis hakim yang sedang menangani perkara perdata
223/Pdt.G/2018/JKT.Pst antara Tomy Winata selaku penggugat melawan
PT Geria Wijaya Prestige selaku tergugat?. Dalam putusan tersebut
tercantum barang bukti yang berupa hasil rekaman yang didapat dari CCTV
yang merekam,saturbuah sabuk dan Karttrtanda pengenal advokat, kejadian
kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pengacara:Desrizal, SH kepada
majelis hakim saat persidangan berlangsung.

Penyerangan tersebut dilakukan menggunakan: sabuk sehingga
mengakibatkan Ketua Majelis Hakim Bapak HS mengalami luka pada
bagian kening dan mengenai hakim anggota 1, Bapak DB. Kejadian tersebut
terjadi tanpa diduga, setelah ‘kejadian’ tersebut majelis hakim langsung
diamankan dan bergegas ke rumah sakit untuk dilakukan visum?®.

Penyidik Palres‘Metro'Jakarta Pusat memutuskan untuk menahan
Desrizal,»SH selama 20 hari ke depan, ‘kemudian dia ditetapkan sebagai
tersangka pemukulan-terhadap dua majelis.hakim di PN Jakarta Pusat dan
dijerat dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 212 KUHP*. Kasus ini
bergulir sangat lama karena banyak mendatangkan ahli-ahli untuk

membuktikan kebenaran dari kasus ini.
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Contoh seperti kasus di atas menggambarkan bahwa kekuatan
pembuktian alat bukti merupakan hal terpenting dalam sebuah kasus pidana.
Berdasarkan fakta-fakta hukum atau problematika di atas, maka Penulis
tertarik untuk menindaklanjuti dalam bentuk skripsi dengan judul
“Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dalam Kasus Penganiayaan Hakim
(Studi Kasus Putusan No. 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan.masalah dalam penelitian
ini, yaitu:

1" Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti'dalam Kasus-Penganiayaan
Hakim (Studi Kasus Putusan'No. 1050/Pid.B/2019/PN. Jkt. Pst)?

2. Bagaimana /. prosedur ™ penyampaian --alat ‘bukti dalam Kasus
Penganiayaan Hakim (Studi Kasus'Putusan No. 1050/Pid.B/2019/PN.
Jkt. Pst)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan‘penelitian, yaitu:

1. Untuk | mengetahui. kekuatan pembuktianalat bukti dalam Kasus
Penganiayaan Hakim (Studi Kasus Putusan No. 1050/Pid.B/2019/PN.
Jkt. Pst)

2. Untuk mengetahui prosedur penyampaian alat bukti pembuktian dalam
Kasus Penganiayaan Hakim  (Studi Kasus Putusan  No.
1050/Pid.B/2019/PN. Jkt. Pst)

D. Manfaat Penelitian



Sehubungan dengan tujuan penelitian ini, diharapkan penelitian ini
memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu
hukum tentang kekuatan pembuktian alat bukti pada Sistem
Peradilan Pidana yang.terjadi di Indonesia.
b. Diharapkan~penelitian ini~dapat-dijadikan sebagai landasan untuk
penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan memiliki hasil yang dapat.bermanfaat
untuk aparat penegak hukum, pemerintah, instansi, masyarakat umum,
dan pihak-pihak terkait, serta menambah wawasan iinformasi dan
pengetahuan pembaca khususnya pemerhati sistem peradilan pidana
mengenai kekuatan pembuktian alat bukti.
E. Metode Penelitian
Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah;/maka penelitian tidak
terlepas dari'metode penelitian. Metode penelitian adalah metode dimana
Penulis akan menentukan tentang prosedur yang akan digunakan, tehnik-
tehnik dalam penelitian, dan alat yang akan digunakan.
1. Metode Pendekatan
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka
metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang

menekankan pada pemahaman penulis atas perumusan masalah untuk



menngkonstruksikan sebuah gejala hukum yang komplek dan holistik®.
Metode kualitatif memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang
mendasari perwujudan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau
pola-pola yang dianalisis dari gejala sosial dan budaya dengan
menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk
memperoleh gambaran yang luas mengenai pola-pola yang berlaku®.
Metode ini=tidak~menggunakan—angka-angka perhitungan statistik
sebagai-dasar analisis, 'namun dasar analisis-dilakukan melalui tahap
interpretasi data“yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan
melalui proses atau tehnik wawancara.
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian “ini; adalah deskriptif ‘analisis yaitu
dimaksudkan untuk memberikan data yang detail tentang kekuatan
pembuktian-—alat bukti dalam  putusan PN Jakarta Pusat No.
1050/Pid:B/2019/PN:Jki--Pst, serta segala hal yang berkaitan dengan
objek tersebut yang kemudian dianalisis dengan teori-teori serta praktek
pelaksanaan.hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis karena
Penulis ingin memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan

menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan kekuatan dan prosedur

S Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018. Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum
Unika Soegijapranata, him.8
6 Burhan Ashshofa, 2020. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka: Cipta, him. 20
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pembuktian alat bukti dalam Kasus Penganiayaan Hakim (Studi Kasus
Putusan No. 1050/Pid.B/2019/PN. Jkt. Pst).
3. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang
kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dalam kasus penganiayaan
hakim dalam Putusan No. 1050/Pid.B/2019/PN. Jkt. Pst elemen
penelitian meliputi:
a. .Hakim Ketua Majelis dalam -putusan Putusan No.
1050/Pid.B/2019/PN. Jkt. Pst
b, Berkas Putusan No, 1050/Pid.B/2019/PN. JKkt. Pst
c. - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
e. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan sekunder.

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mencari data
secara langsung di lapangan. Data.primer ini diperoleh dari hasil
wawancara langsung, dalam hal ini Penulis melakukan wawancara
kepada Hakim Ketua Majelis dalam putusan Putusan No.
1050/Pid.B/2019/PN. Jkt. Pst.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelahaan

kepustakaan terhadap berbagai literatur dan sumber yang tidak



langsung memberikan data atau bahan pustaka yang berkaitan
dengan masalah atau materi penelitian.
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan
hukum primer.adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif
yang-artinya’ mempunyai~otoritas. Bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian-ini antara lain:
a) Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana
b) ‘Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana
¢) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi-dan Transaksi Elektronik
d) Undang-Undang Nemor: 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan-Atas Undang-UndangNomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
e) . Putusan No. 1050/Rid.B/2019/PN. Jkt. Pst
f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/ PUU
XIV/ 2016
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum



sekunder dalam penelitian ini antara lain laporan penelitian
jurnal, dan artikel.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan
bahan hukum.sekunder. Bahan hukum tersier ini adalah
mediainternet.
f. _Teknik Pengolahan Data
Sebelum melakukan analisis, data yang sudah didapatkan
dari wawancara akan diperiksa, dipilih kemudian.diolah dan
disusun |secara sistematis untuk "menjawab; pertanyaan
penelitian dan dilaporkan dalam bentuk bentuk SKkripsi.
g. Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif,
ialah*pengalahan-data secara.indukitif, yaitu-dimulai dari dasar
pengetahuan mengenai, hal-hal khusus kemudian di tarik
kesimpulan. Kesimpulan-~disajikan 'secara deskriptif yaitu
dengan menjelaskan dan menggambarkan hal-hal yang sesuai
dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian Penulis
menarik sebuah kesimpulan yang disajikan secara deskriptif
yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai
dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi

ini.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang dilakukan ini terdiri dalam empat
bab, yang terdiri dari bab satu mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai
tinjaun pustaka, bab ketiga mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dan
bab keempat membahas penutup. Penjelasan dari bab satu sampai empat
yaitu sebagai berikut:

BAB |,.adalah"BAB PENDAHULEWAN yang memuat mengenai
latarbelakang permaslahan, - perumusan masalah;. tujuan penelitian,
kegunaan penelitian; metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB I, adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang memuat bagian
yang meliputi tinjaun tindak ‘pidana, tinjauan'tentang tindak pidana
penganiayaan, tinjaun tentang proses peradilan pidana, tinjaun tentang
sistem pembuktian dan prinsip pembuktian, pembuktian dalam KUHAP
yang memuat sub-bab pengertian pembuktian dalam KUHAP, jenis-jenis
alat “bukti dalam« KUHAP,-‘barang bukti dalam KUHAP, kekuatan
pembuktian alat bukti dan barang bukti. Alat buktieletronik dalam Undang-
Undang ITE memuat. sub-bab pengertian..Alat | Bukti Eletronik dalam
Undang-Undang ITE, klasifikasi barang bukti dalam digital forensic.

BAB Ill, adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN yang memuat dari kekuatan pembuktian alat bukti dalam
kasus penganiayaan hakim pada putusan No. 1050/Pid.B/2019/PN. Jkt. Pst.,
dan procedure penggunaan alat bukti dalam putusan No.

1050/Pid.B/2019/PN. Jkt.Pst.
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BAB 1V, adalah BAB PENUTUP yang memuat kesimpulan dari

penelitian dan saran Penulis terhadap permasalahan yang diangkat

12



